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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2022 Perubahan dapat
terselesaikan sebagaimana dijadikan pedoman dan pengendali pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok antara lain
penegakan Perda; penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban
umum,; serta perlindungan masyarakat.

RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2022 Perubahan disusun
berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan tahun anggaran 2022
perubahan, sehingga dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Program dan
Kegiatan dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan
Religius.

Secara substantif RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok merupakan
pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta
pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi yang tertuang
dalam Rencana Strategis Satuan Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021-
2026. RKT ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada akhir tahun anggaran
2022,

Kami menyadari bahwa penyusunan RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Depok Tahun 2022 Perubahan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu
saran konstruktif kami butuhkan.

Depok, November 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

o

N Lienda Ratnanurdiafiny, SH. M. Hum
’éy NIP.197001271998032004
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan FHencana
Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis, selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
melalui berbagai kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai wahana proses yang
akan memberikan prespektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan,
memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan
program/kegiatan dan dapat digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan
yang akan dibiayai dari sumber daya yang terbatas,

Rencana Kinerja Tahunan bermanfaat untuk menghubungkan Renstra
dengan perencanaan operasional yang lebih terinci, membantu pencapaian
hasil pelaksanaan program, dapat menjadi suatu performance agreement,
memudahkan proses pengukuran kinerja, membantu monitoring dan
evaluasi kinerja, membantu menetapkan kinerja periode berikutnya, serta
memudahkan penetapan spesifikasi pekerjaan atas dasar capaian kinerja

Dalam penyusunan suatu Rencana Kinerja Tahunan perlu terlebih
dahulu ditentukan atau ditetapkan beberapa hal seperti :

1. Mempelajari sasaran berikut indikatornya yang ingin dicapai;

2. Menentukan program/ kegiatan dan mempertimbangkan tingkat kinerja
yang dapat dicapai;

3. Mempertimbangkan kemampuan riil pengerahan sumber daya;

4, Menetapkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk target;

5. Mengintegrasikan rencana kinerja dengan rencana kerja yang lebih
operasional.

Rencana Kerja Tahunan
Sty Pl e Prle Kt Degerk
Ttnims Argigeran Jarsy Fevidashan




1.2 Landasan Hukum

1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadyz
Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Cilegon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tamhbzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tzhun
2004 Nomor 104);

4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
63);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Rencana Kerja Tahunan
Saaan Prdel Farmory] Pri Fita Degok
Talwr Arigaren 2023 Prevubahan



-~

@ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuasn  Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
72);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Aas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkatr Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sisterm Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

16 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);
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18 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana
Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerag Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

22 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

24 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012, tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
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25 Peraturan Walikota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja.

1.3

Dasar Pemikiran
Dasar pemikiran Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

2022 Perubahan ini, adalah :

1.

144.

Sebagai dokumen kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Depok.

Sebagai dasar pelaksanaan tugas dang fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Depok sesuai Program dan Kegiatan.

Memberikan gambaran terencana terhadap sasaran yang ingin dicapai
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

Permasalahan yang Dihadapi

Bentuk-bentuk pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan
ketertiban umum masih kerrap terjadi;

Keterbatasan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan
pengawasan dan penjagaan lokasi rawan Trantibum;

Kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja berupa
kendaraan operasional lapangan;

Pembinaan dan pengawasan penegakan Perda Kota belum terintegerasi
dengan baik;

PPNS belum terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan penegakan
Perda.
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1.5. Prioritas Pembangunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok mendukung Visi dan Misi Kota

Depok kami sampaikan pada tabel dibawah ini :

Tujuan dan S8asaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP

Kota Depok
1 '
No Fohisn st ] %’djﬂ(:;o; Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun 20-
Sasaran
I 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) 3) i (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)
Tingkat
Mewujudkan | Meningkatnya “?‘““.‘ab“'ml 80% | 83% | 85% | 87% | 89% | 91%
Tata Kelola TataKelola | Kinena Satpo
Pemerintahan | Pemerintahan o
1 | yang Akuntabel | yang Akuntabel
dan Pelayanan | dan Pelayanan
Publik yang Publik yang .
18 umanis Satpol PP 70 70 70 72 72 72
Indeks
. - Ketenteraman
Mewujudkan Meningkatnya : 74 74,67 75,33 76 76,67 | 77,33
Kualitas | Ketertiban dan | 927 ffetertiban
Kehidupan Ketenteraman T
2 Masyarakat Masyarakat
Kota Depok serta
Yang Nyaman, | Keamanan dan
Aman,dan Kenyamanan Persentase
Tertib Lingkungan Capaian SPM | 74,10% | 74,50% | 74,90% | 75,20% | 75,60% | 76%
Trantibum
Rencana Kerja Tahunan
Satisan Polnl Pamarg Praj Kot Dapok

Tdwn Arggaran joua Perubshsn




1.6. Struktur Pemerintahan

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK

KEPALASATUAN |- === === === mmmmmmmmm o e
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BAB 1II
RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1, Visl Batuan Polisi Pamong Praja
Visl B8atuan Polisi Pamong Praja Kota Depok adalah mewujudkan “Kota

Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera.”

2.2 Minsi SBatuan Polisi Pamong Praja

Sebagai penjabaran visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok di atas
disusunlah misi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Yang Modern dan Partisipatif.
2. Mewujudkan kota yang aman, tertib, dan nyaman.

2.3. Tujuan Batuan Polisi Pamong Praja
Tujuan pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2021~
2026, sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan
Pelayanan Publik yang Humanis.
2. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok Yang
Nyaman, Aman,dan Tertib.

2.4, Basaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan misi yang dijalankan
dalam mencapai tujuan. Berikut ini sasaran pada misi Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Depok Tahun 2021-2026 :

Rencana Kerfa Tahunan
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1. Meningkatnya ‘Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan
Pelayanan Publik yang humanis.
Diampu 2 (dua) indikator : Tingkat Akuntabilitas Kinerja Satpol PP
dan Nilai SAKIP Satpol PP.

2. Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Diampu 2 (dua) indikator : Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Umum dan Persentase Capaian SPM Trantibum.

2.6 Kebijakan dan Program
Untuk mencapai Sasaran diperlukan suatu kebijakan dan program.
Berikut ini adalah Kebijakan dan Program untuk mencapai sasaran

dari setiap misi Satuan Polisi Pamong Praja.

T Arggaren 301 Ferubahan

INDIKATOR
TUJUAN BABARAN KINERJA KEBIJAKAN PROGRAM

e — SASARAN

Mewujudkan .

Tata Kelola .]P:‘I etglr;{gl;a]f;ny AN Y Tingkat . Program
Pemerintahan Pgmerii?ahan Akuntabilitas Ei’:]?g};atan Penunjang
gl ang Akuntabel | <in€a Akuntabilitas | JT4S2n
Akuntabel dan ﬁ & Satpol PP sty Pemerintahan
. an Pelayanan e s Kinerja Daerah
Pelayanan Publik van 2. Nilai SAKIP | ga¢n01 PP ae

Publik yang h yang Satpol PP Kabupaten/Kota

. umanis

Humanis

Mewujudkan | Meningkatnya |1. Indeks Peningkatan

Kualitas Ketertiban dan Ketenterama | Ketertiban Program
Kehidupan Ketenteraman n dan Umum dan Peningkatan
Masyarakat Masyarakat Ketertiban Ketenteraman | Ketenteraman
Kota Depok serta Umum Masyarakat | Dan Ketertiban
Yang Nyaman, | Keamanan dan |2, Persentase serta Umum
Aman,dan Kenyamanan Capaian SPM | Pelindungan

Tertib Lingkungan Trantibum | Masyarakat

Rencana Kerja Tahunan
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BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2022 PERUBAHAN

3.1 Sasaran Yang Terpilih
Sasaran yang terpilih pada tahun 2022 perubahan sebanyak 2 (dua)
sasaran, yaitu :
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan
Publik yang humanis Meningkatnya Ketertiban Umum.
2. Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Sasaran ini dipergunakan untuk mencapai tujuan dari misi Satuan
Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 perubahan, sehingga apa yang
direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai sesuai target

yang ditetapkan.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran Yang Terpilih
Indikator Kinerja dari sasaran yang terpilih pada tahun 2022 adalah
sebagai berikut :

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

-

Meningkatnya Tata Kelola 1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Satpol
Pemerintahan yang Akuntabel dan PP
Pelayanan Publik yang humanis 2. Nilai SAKIP Satpol PP

Meningkatnya Ketertiban dan
Ketenteraman Masyarakat serta
Keamanan dan Kenyamanan 4

Lingkungan

3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
. Persentase Capaian SPM Trantibum

Rencana Kerja Tahunan
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3.3 Program Yang Terpilih
Jumlah program pada tahun 2022 perubahan sebanyak 2 (dua)
program yang didukung 9 (sembilan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima)
sub kegiatan dengan pagu indikatif tahun 2022 perubahan sebesar Rp.
37.006.519.722,00.
Ke 2 (dua) Program tersebut antara lain :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Berikut ini adalah tabel daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022 Perubahan :

RENCANA PROGRAM TAHUN 2022 PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK

Kode

Urusan / Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2022 Perubahan

{Tahun Rencana)

UNIT KERJA

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

37,006,519,722

1.05

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLUINDUNGAN
MASYARAKAT

37,006,519,722

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

37,006,519,722

1.05.01

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTANAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Cakupan pelayanan

KEPALA SATUAN

1,05.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasl Kinerja Peranghkat
Daerah

Persentase dokumen

perencanaan,
anggaran, dan evaluasi
tepat waktuy

89,998,550

SEKRETARIS

Rencama Kerja Tahunan
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Penyusunan Dokumen
1.0501.2.01.01 Perencanaan Perangkat lumlah dokumen Renja | Kota Dopok 1 dok 49,999,900 SUBBAG PEP
Daerah
Koordinasi dan lumlah dokumen
Penyusunan Laparan Pengukuran Kinerja,
1.0501.2.01.06 Capalan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, Kota Depok 5 dakumen 20,000,000 SUBBAG PEP
Ikhtisar Reallsas] Kinerja Evaluasi Internal, SPM,
SKPD LPPD yang tersusun
1050120107 | Evaluast Kinerla PErANEAY | Jurmish dokumen SPIP | Kota Depok | 1 dokumen 19,998,650 SUBBAG PEP
Administrasi Kevangan Persentase administrasi
1.05.01. Depok
et Peranghat Daerah keuangan tepat waktu Kok A% AR SEKRETARIS
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gajl dan Jumiah ASN Satpol PP | KotaDepok | 90 16,544,831,293 SUBBAG KEU
-2.02. Tunjangan ASN tp a De orang 6,544,831
Persentase Pemenuhan
Administrasl Kepegawalan Pengurusan
1.05.01.2.05
Pakinghes Dasrah Adiiietiast Kota Depok 100% 551,999,900 SEKRETARIS
Kepegawalan
Jumilah Pakalan PRNS 20stel
Pengadaan Pakalan Dinas Jumlah POH 90 stel
1.05.01.2.05.02 Beserta Atribut Kota Depok 551,999,500 SUBBAG UMUM
Kelengkapannya
Jumlah PDKS I dan I 15 stel
Jumlah PDL 90 stel
Persentase penyediaan
Administras! Umum
1.05.01.2.06 Pera Daersh administrasi umum Kota Depok 100% 987,995,550 SEKRETARIS
ghat perkantoran
Penyediaan Komponen Jeieh i:::;::::nponm
1.05.012.06.01 Imtal;:I Listrik/Penerangan UstikfPensrangin Kota Depok 10 jenis - SUBBAG UMUM
ngunan Kantor
Bangunan Kantor
Jumlah Alat Tulis
Veciie Kota Depok 15item
Penyediaan Peralatan dan
1.05.01.2.06.02 289
Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Kt & a0
Perlengkapan Kantor i ftem SUBBAG UMUM
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan .
Rumah Tangga Rumah Tangga i Ok 10 janks 3
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Makanan dan
1.05.01.2.06.04 Kantor fian Kota Depok 12 bulan 249,999,000 SUBBAG UMUM
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan
1.05.01.2.06.05
Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Kora Depon 5Nem RN SUBBAG UMUM
Rencana Kerja Tahunan
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Jinerslab Agent atine

fromtopeiinl Papind
Penyelsnggaraan Aopst LA BRI L
1050120600 | woordinasl dan Kemsultash P m-lu mh:" Feds lisgade AL VA 2i a8 SRR LA A
SHPL Fommeabs ehaii Liint
[ravtah - ]
Dukungan Pelaksanaen
Sistem Pemeriahen tatm Apbatl | vetntmper | 1 apemsl 44 111 W) YIBKAL PEY
1050120611 Betbasis Elektronik pads Jurribah Sistares Agelib. PRI [
WD e i
Pemeliharaan Barang Millk )
10501209 | Daerah penumjang Urusan | *10"448 Wusr R | yupy gt | 0 41,148,941 SYREIRELS
Pemevintahan Dserah
— — T ——— T g
Perrpediaan Jaza
Pemeltharaan, Blaya " 9idan o
1.0501.20000 | Pemeliharasn, Pajak, dan ‘“""“rmml A NPT R 1IN0 SIRBAL LIIAMIA
Perizinan Kendaraan Uinas
Operasional atau Lapsngan
Pengadaan Barang Millk
Daersh Penimjang Urusan ”;:’::;":{:::"fﬂ::’ ¥ern tuprk 1iers ¢
Pemerimah Daerah ;
Pengadaan Peralatan dan s Dok
Mesin Lainmya i

e prqpe pr) Rerdad

|
SEXRETARLS, |
Penanganan ﬂantmr Tingleat penyde:’hn BID 1
Ketenteraman pelanggaran ANG
1.05.02.201 | Ketertiban Umum dafam 1 {Ketertiban, Kertn Depeske AT 15454 A1, 750 TRAKRTIEUM
(satu) Daerah Kententaman, PAMWIAL, BIDANG
Kabupaten/Kota Kelndatian) P50 LINMAS
Pentegahan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalul i
Deteksi Dini dan Cogah Jurmlah Satgas Pol PP 11 2K BEAG UMUM
1050220008 | gy pembinaan dan sloma13fiden | FoteOepck | boreng VAR A U
Peryuluhan, Pelaksanaan
Pateoli, Pengamnanan, dan
Pengawalan
Jurdah Felanggaran
Penindakan atas Gangguan dan Pengadoan
Keterderaman dan Trantibum datarn % leeatd
Ketertiban Urnurm Kab/¥eda yang SEKSI
1.05.02.2.01.02 Berdasarkan Perda dan ditangan) Kierta Dopik AIAT A . STIBUM
Perkada melalui Penertiban
dan Penanganan Unjuk
Rats dan Kerusuhan Massa | Jurmiah Pelanggaran K3 5 b
yang dialesalkan
Rencana Kerja Tatwnarn
Lo Falul Faim i Be i Pt fetied



Jumlah Pengamanan
Pasca Penyelesalan 5 Inkasl
Pelanggaran K3
Jumlah Pelanggaran K3
yang dlilaporkan 10
Masyarakat dan
Terldentifikas] aleh peneskian
Satpol PP
Jumlah Regu Patroll 24 30 regu
fam
Jumlah Demo 20 demo
Koardinasi Jumlah Gelar Pasukan 1 gelar
Penyelenggaraan Satpol PP pasukan GIS::QIS;NAN
Ketentraman dan PEN
326,999,700
1050220103 | yorertiban Umum serts Jumlah Pengamanan | X012 Depok S jenis DAN
Perlindungan Masyarakat dan Pengawalan PENGAWALAN
Tingkat Kabupaten/Xota
Jumlah Kaflan Indeks
Trantibum 1 dokumen
Cakupan petugas
Perlindungan 22%
Masyarakat (LUinmas)
Jumlah Pengamanan 2
Hari Raya momentum
Pemberdayaan Jumlah Petugas Linmas SEKS|
13
1.05.02.2.01.08 Perlindungan Masyarakat dalam 1 wilayah kerja EotsDepiic 30 orang 2599,998,900 PELINDUNGAN
dalam rangka Ketentraman Kab/Kota 7
dan Ketertiban Umum MASYARAKAT
Jumlah RT yang
dilakukan pengawasan 2300 RT
dan pengamanan oleh
Petugas Linmas
Jumlah Satlinmas yang
terlatih dan dikukuhkan Norang
Peningkatan Kapasitas
SDM Satuan Pollsi
Pamongpraja dan Satuan Jumlah Aparatur Satpol X RN
Perlindungan Masyarakat PP dan Satlinmas yang RO s0ora 43.999.850
MSOE 2 termasuk dalam mendapatkan o R ng st SUMBER DAYA
Pelaksanaan Tugas yang pembinaan HAM
Bernuansa Hak Asasi
Manusia
Rencana Kerja Tahunan
Buntrainn Pl Pamang s Kots Depok

Taln Anein 3011 Parubahan




lumish Pengaduan
Karjatama antar Lembaga Gangguan Trartibum 10 ikeasi
dan ¥ornitrasn dalam yang ditangani o
= Teknik Fencegahan dan P 25,000,000
1O%013D107 | o nganan Gangguan ape TRANMASTIBUM
Keteniraman dan lumlsh Pengaduan 10
¥etartiban Umum Pelanggaran Trantibum van
yang Masuk peogss
Jumlah warga negara
Pemyediaan Layanan dalam yang memperaleh o
rangka Dampak Penegakan layanan akibat dar Kots Depok 1005 55,993,000
1030220110 Peraturan Daerah dan penegakan hukum TRANMASTIBUM
Perkada Perda dan Perkada di
Kab/¥ota
Penegakan Peraturan
Persentase Perda dan
1.05.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kata Periada yang KotaDepok | 7457% 828,401,100 BIDANG GAKDA
dan Peraturan Bupatl/Wall
ditegakian
Kota
Jumiah lokasi Sosialisasi
Soslalisasi Penegakan dan Perkada 10 lokasi SEKSI PENEGAKAN
1.05.02.2.02.01 Peraturan Daerah dan Kota Depok 209,599,750 DAN PENINDAKAN
Peraturan Bupall/Wali Kota Jumlah Perda yang p— {GAKTIN)
disoslalisasikan
Jumlah Keseluruhan 20
Perda dan Perkada
yang memuat sanksi peeFEI
Pengawasan atas lumiah Pelanggaran . 5 i SEKS]
Kepatuhan terhadap Perda pelanggara PENYELIDIKAN
1.05,02.2.02.02 Pelaksanaan Peraturan Jumlah Pelaporan Kota Depok 244,999,800 DAN P DI
Daerah dan Peraturan Pelanggaran Perda 20 l,.IEIDil" KAN
Bupati/Wall Kota kepada Dinas pelaporan (LIDIK)
Pangampu Perda
Jumlah Pemyidikan
Kasus Pelanggaran 25 kasus
Perda
Jumlah Pemusnahan 1
Barang Buktl mamentum
Jumlah Penanganan Ty e
Nan Yustisi
Penanganan atas e SEKSI PENEGAKAN
1,05.02.202.03 Pelanggaran Peraturan Jumlah Penanganan Kota Depok 10 kasus 373,401.550 DAN PENINDA
i Daerah dan Peraturan Yusitisi KAN
Bupatl/Wall Kota (GAKTIN)
Jumlah Penyelesalan
Penegakan Perda 10kasus
lumlah Perda dan 10
Perkada yang
ditegakkan P
Rencana Kerja Tahunan
Sy Pl Pamaorgg Praja Kom Dapol.

Tabwn Arggaran 122 Pendbahan
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Jumlah Perda/Perkada
yang memuat sanks 10
yang ditegakkan e
Pemblinaan Penyldik PS50
1.05,02.2.03 Pegawal Negerl Sipll :n";:';:f;:‘:mpﬁ:;?:;g Kota Depok |  7487% 99,995,550 .
(PPNS) Kabupaten/Kota un
Pengembangan Kapasitas Jumiah Pol PP yang SEKSI PEMEINAAN
BRI dan Karlar PRNS mamilild Kuslites ppns | KOta0spek | 40orang 99.999,350 SUMBER DAYA
TOTAL ANGGARAN SATPOL PP KOTA DEPOK TAHUN 2022 37 006,515,722
Rencana Kerja Tahunan
Satuian Pufisl Pamory Prata Forta Dapesk

Tahum Anggaran 3011 Prrubsahan




BAB IV
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok il
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman Satuan
Polinsi Pamong Praja Kota Depok dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada tahun 2022 perubahan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan tolok ukur dalam menilai
keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok melalui pengukuran kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada tahun 2022 perubahan.

Dengan demikian kerjasama dan kolaborasi antara Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Depok dengan Perangkat Daerah yang terkait seria
keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan
Kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera.

Depok, November 2022

iN

Rencana Kerja Tahunan
St i Pl P w1y i Wit Dok
Tahun hggee i=a) Perdatan



